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Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 1463/SJ/KP.03.01/02/2025 tanggal 

25 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 

2024 Tahap II, dan berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi 

Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 

April 2025 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi 

Dalam Negeri, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi berhak mengikuti 
Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN. 

2. Seleksi Kompetensi PPPK terdiri dari: 
a. Seleksi Kompetensi Teknis (sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar) 
b. Seleksi Kompetensi Manajerial 
c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan 

d. Seleksi Kompetensi Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sistem CAT 
BKN. 

3. Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PPPK wajib mencetak Kartu Peserta Ujian 
melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, dan wajib hadir saat pelaksanaan seleksi 
kompetensi. 

4. Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Kementerian Komunikasi dan Digital T.A. 2024 
Tahap II dilaksanakan mulai pada tanggal 23 April s.d. 7 Mei 2025. Adapun lokasi ujian, 
jadwal dan pembagian sesi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I. 

5. Khusus peserta yang titik lokasi ujiannya berada di BKN Gorontalo 1 (PPPK TAHAP II), 
BKN Palu 1 (PPPK TAHAP II), BKN Pangkal Pinang 1 (PPPK TAHAP II), dan Semarang 1 
(PPPK TAHAP II), untuk lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi akan diumumkan 
kemudian (menunggu penyampaian jadwal jadwal dari BKN). 

6. Tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK, dan Daftar nama peserta yang 
mengikuti seleksi kompetensi PPPK beserta pembagian jadwal/sesi tercantum dalam 
Lampiran II dan Lampiran III. 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



7. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan, apabila tidak hadir 
mengikuti seleksi kompetensi PPPK maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. 

8. Peserta diharapkan membaca dengan teliti dan memahami jadwal seleksi kompetensi 
PPPK masing-masing, dan wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat 
dalam laman https://casn.komdigi.go.id. Kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.  

 

Demikian disampaikan pengumuman ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Tanggal  17  April 2025 

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana 

Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Komunikasi dan Digital, 

 

 

 

 

 

Ismail 
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